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Nomor 1175/PM.00.02/K.JT-33/07/2024 Semarang, 17 Juli 2024
Sifat Penting

Lampiran -

Perihal Imbauan

Kepada Yth.

Kepala Polrestabes Semarang

Di

Tempat

A Dasar Hukum:

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara,
Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5§ Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua
Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor
1447 1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum dan Pemilihan;

B Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya
tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan
yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran
pemilihan, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di wilayah Kota Semarang, maka
dengan ini Bawaslu Kota Semarang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 sebagai berikut:
a. ayat (1) : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam
kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”,
b. ayat (2) : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan
hak memilih dan dipilih.”
c. ayat (3) : “Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia dapat menduduki
Jjabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun darn dinas
kepolisian.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang berbunyi :
“Setiap Pejabat Polrn dalam Etika Kenegaraan wajib:

a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan
dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya
ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

c. menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

d. menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung
tinggi kebhinekatunggalikaan dan toleransi terhadap kemajemukan suku,
bahasa, ras dan agama;

e. mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
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memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih,
bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan
Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan

pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab;

h. bersikap netral dalam kehidupan politik ; dan

i. mendukung dan mengamankan kebijakan Pemerintah.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang berbunyi :
“Setiap Pejabat Polni dalam Etika Kenegaraan, dilarang:

a. terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengubah, mengganti atau
menentang Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara tidak sah;

b. terlibat dalam kegiatan menentang kebijakan pemerintah;

menjadi anggota atau pengurus organisasi atau kelompok yang dilarang

3]

pemerintah;

menjadi anggota atau pengurus partai politik;
menggunakan hak memilih dan dipilih;
melibatkan dini pada kegiatan politik praktis;
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mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan paham/aliran terorisme,

atau ekstrimisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme;

dan/atau
h. mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan eksklusivisme terhadap
kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016, “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota
TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon.”

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2024, penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan mulai
dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sampai

dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

C Bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 di atas, Bawaslu Kota Semarang mengimbau
setiap anggota POLRI di wilayah Kota Semarang agar :

a. Menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik
praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik,
serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan
baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil
Walikota;
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b.  Tidak menjadi menjadi anggota atau pengurus partai politik;

c.  Tidak menggunakan hak memilih atau dipilih dalam penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota:;

d. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik
sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil
Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun
program-program pemerintah; dan

e. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap seluruh jajaran di instansinya
masing-masing terkait dengan Netralitas POLRI di Kota Semarang, dalam
proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

f.  Pelanggaran ketentuan netralitas POLRI di Kota Semarang dapat dikenai sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Tembusan disampaikan Kepada Yth : A\ . Y
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Iaporaﬁ);iif ' ;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
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